
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 90 

PERATURANGUBERNURJAWATENGAH 

NOMOR 90 TAHUN 2008 · 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJABADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESAPROVINSI JAWA TENGAH 

DENG AN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 
59 Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 
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Mengingat 
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Gubemurtentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Desa Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4 389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintabanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintabanDaerah (LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
PenyelenggaraanPemerintabanDaerah (Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian UrusanPemerintahanAntaraPemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. PeraturanPemerintahNomor41 Tahm2007tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi KewenanganPemerintahanDaerahProvinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, 
TambahanLembaranDaerahProvinsi Jawa Tengah 
Nomor8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, 
TambahanLembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 13); 

1 O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

665 



BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Da1am Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalaliProvinsi Jawa Tengah. 

Menetapkan 
BAB II 

PENJABARAN TU GAS POKOK DAN FUNGSI 

pelalcsanaan kesekretariatan badan; 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

f 

e. 

d. 

a. perumusan kebijakan teknis bi dang pemberdayaan masyarakat 
dandesa; 

b. penyelenggaraan'. urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 
pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat 
guna, sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi 
masyarakat, lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa; 

Bagian Pertama 
Badan 

Pasal2 

Badan PemberdayaanMasyarakatDan Desa mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Pasal3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai 
fungsi: 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DANTATAKERJABADANPEMBERDAYAAN 
MASYARAKATDANDESAPROVINSI JAWA 
IBNGAH. 

Pemerintah Daerah adalaliPemerintahProvinsi Jawa Tengah. 
Kabupatew'Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

Ba� �dalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
Provinsi Jawa Tengah. ··� 

Kepala Badan adalah Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat 
DanDesaProvinsi Jawa Tengah. 
JabatanF�ional adalahkedudukanyang menunjukkan, tugas, 
��gJawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
S�pil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

2. 

3. 
4. 

5. 

8. 

7. 

6. 
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(2) 

(3) 

(4) 

d. 

(2) 

(1) 

Pasal 8 
Sekretariat, membawahkan: 
a. Subbagian Program; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian Um um Dan Kepegawaian. 

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyia� � 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

c. 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, um um dan kepegawaian. 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang um um dan 
kepegawaian; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, 

Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasal 4 
Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasal 5 
(1) Kepala Badan, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pengembangan Sumber DayaAlam, LingkunganDan 
Teknologi Tepat Guna; 

c. Bidang Pengembangan Desa/Keluarahan Dan Sosial Budaya 
Masyarakat; 

d. Bidang PengembanganEkonomi Masyarakat; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
KelompokJabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
KetuaKelompok dan bertanggungjawab kepadaKepala Badan. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal 6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
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penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi 
di lingkungan Badan. 

Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan 

Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaianmempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Badan. 

Bagian Keempat 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan 

Teknologi Tepat Guna 

Pasal 12 

BidangPengembangan Sumber DayaAlam, LingkunganDan Teknologi 
Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi 
penataan lingkungan dan permukiman perdesaan, clan pengembangan 
dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 
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Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12,Bidang Pengembangan Sumber DayaAlam, Lingkungan Dan 
Teknologi Tepat Guna mempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 

pelaksanaan di bidang fasilitasi penataan lingkungan dan 
permukiman perdesaan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan 
Teknologi Tepat Guna, membawahkan: 
a. Subbidang Fas,ilitasi Penataan Lingkungan Dan Permukiman 

Perdesaan; 
b. Subbidang Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Alam Dan Teknologi Tepat Guna 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Sumber DayaAlam, LingkunganDan Teknologi 
TepatGuna 

Pasal 15 

Subbidang Fasilitasi PenataanLingkungan DanPermukiman Perdesaan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penataan 
lingkungan dan permukiman perdesaan, meliputi : penetapan kebijakan 
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teknis, koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi 
monitoring, evaluasi clan pelaporan penyelenggaraan konservasi clan 
rehabilitasi lingkungan, pelaksanaan pemanfaatan lahan clan pesisir 
perdesaan, clan pemeliharaan prasarana clan sarana pedesaan serta 
pemeliharaan air bersih clan penyehatan lingkungan skala provinsi. 

Pasal 16 
Subbidang PengembanganDan Pemanfaatan Sumber DayaAlam Dan 
Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan di bidang 
pengembangan clan pemanfaatan sumber daya alam clan teknologi tepat 
guna, meliputi : penetapan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, 
pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi clan pelaporan 
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber 
daya alam clan teknologi tepat guna, pemetaan kebutuhan teknologi 
tepat guna clan pengkajian teknologi tepat guna, kebutuhan teknologi 
tepat guna, serta pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna 
skala provinsi. 

Bagian Kellina 
Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan Dan Sosial Budaya 

Masyarakat 

Pasal 17 
BidangPengembanganDesa/KelurahanDan SosialBudayaMasyarakat 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan clan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas desa/ 
kelurahan clan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana 
prasarana clan sosial budaya masyarakat. 

Pasal 18 
Untuk. menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Biclang Pengembangan Desa/Kelurahan Dan Sosial Budaya 
Masyarakat mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di biclang pengembangan kapasitas desa/kelurahan 
clan kelembagaan masyarakat; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bidang pengembangan sarana prasarana dan sosial 
budaya masyarakat; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 19 

(1) Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan Dan Sosial Budaya 
Masyarakat, membawahkan 

a. Subbiclang Pengembangan Kapasitas Desa/K.elurahan Dan 
Kelembagaan Masyarakat; 

b. Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana clan Sosial 
Budaya Masyarakat 

' 
(2) · Subbiclang-subbiclang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbiclang, yang 
berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
PengembanganDesa/KelurahanDan Sosial BudayaMasyarakat. 

Pasal20 

Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa/K.elurahan Dan 
KelembagaanMasyarakattugasmelakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan di bidang pengembangan 
kapasitas desa/kelurahan dan kelembagaan masyarakat, meliputi : 
penetapan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, 
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi clan pelaporan penguatan 
kelembagaanmasyarakat, pengembangan kapasitas desa dankelurahan, 
pengembangan manajemen pembangunan partsipatif, clan pendataan 
profil desa clan kelurahan skala provinsi. 
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Pasal21 
Subbidang Pengembangan Saran.a Prasarana Dan Sosial Budaya 
Masyarakatmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 
sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat, meliputi : penetapan 
kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, 
supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan saran.a dan 
prasarana pedesaan, pengembangan sosial budaya masyarakat, 
pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial, dan 
pengembangan dan perlindungan tenaga informal dan pekerja anak skala 
provinsi 

Bagian Keenam . 
Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Pasal22 
Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan jaringan penanggulangan 
kemiskioan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 

Pasal23 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai 
fiJng;i: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan jariogan penanggulaogan 
kemiskinan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
· pelaksanaan di bidangpengembangan usaha ekonomi masyarakat; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas clan fungsinya 
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Pasal24 

(1) Bidang PengembanganEkonomi Masyarakat, membawahkan: 

a. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

b. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang 
PengembanganEkonomi Masyarakat. 

Pasal25 

Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembanganjaringan 
penanggulangan kemiskinan, meliputi : penetapan kebijakan teknis, 
koordioasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, 
pemetaan penduduk miskin, pengembaogan kawasan berbasis ekonomi, 
pengembangan pusat pertumbuhan desa berbasis ekonomi, dan 
pengarustamaan penganggulangan kemiskioan skala provinsi. 

Pasal26 

Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pengembangan 
usaha ekonomi masyarakat, meliputi: penetapan kebijakan teknis, 
koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 
kelompok masyarakat, lembaga keuangan mikro pedesaan, sarana dan 
parasarana ekonomi pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha 
'masyarakat, clan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. 
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Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsiomil 

Pasa127 

Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa128 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fimgsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) JumlahJabatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuban dan be ban kerja 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terbadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABIII 
TATAKERJA 

Pasal29 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku clan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasa130 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 
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prinsip-pnns1p manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal31 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal maupun horiz.ontal baik ke dalam maupunantarsatuan organisasi 
dalam lingkunganPemerintahanDaerah serta instansi lain sesuai dengan 
tugas pokoknya masing-masing. 

Pasa132 

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang bertanggungjawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematubi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporanmasing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai 
hubungankerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut clan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 
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Pasal33 
Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan 
laporan kepada Kepala Badan clan berdasarkan hal tersebut Sekretaris 
menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubemur melalui 
Sekretaris daerah. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal34 
Jenj angjabatan clan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal35 
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, , Kepala Subbagian, Kepala 
Subbidang dan Kenia Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 
Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal36 
Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal37 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan. 
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Pasal38 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di skianmg 
pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR90 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

90 TAHUN 2008 NO MOR PROVINS! JAWA TENGAH TANGGAL 31 JULI 2008 

KEPALA 

--� 

SEKRETARIAT 

I I . 
SUB BAG SUB BAG SUB BAG UMUMDAN PROGRAM KEUANGAN KEP£GAWAIAN 

I I I I 
KELOMPOK Bl DANG Bl DANG Bl DANG PENGEMBANGAN SUM- PENGEMBANGAN DESAI JABATAN BER DAYA ALAM, LING- KELURAHAN DAN SOSIAL PENGEMBANGAN 

FUNGSIONAL KUNGAN DAN TEKNO- EKOHOMI MASYARAKAT 
LOOI TEPAT GUNA BUDAYA MASYARAKAT 

IIIJBIIIONj(l BUBBIIW«l SUBBIOANG 
FABIUTA&I PENATMN PEHOEMIIANCJANKAP,._ - PENGEMBANGAN - 1-- SITAS DESMW.UIWiM JARtNGAN PENANG- UNGKUNGAN DAN PER- DANKEl.EMIIAOMN 
MUl<IMAN PERDEBMH MASYMN<AT OUlNIGAN KEMISKINAN 

8Ull810ANQ IUBBIMNO BUBIIIDAHO -DAN Pl!NOEMIIANOAN- .____ PENGEMIIANOAH - PEMANl'MTAN 8Ulil- � NII PRA8ARAN.\ DAN U8AHA EKONOMI BER DAYA ALAM DAN SOSIAI. BUDAYA MASYMN<AT ITEKNOl.001 TEPAT 0""' MASYMN<AT 

BAGAN ORGANISASI 
BADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN CESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 


